
 

 

 

BUPATI TANAH BUMBU 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

PERATURAN BUPATI KABUPATEN TANAH BUMBU 

NOMOR  52  TAHUN 2020 

 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR  52  TAHUN 2017 TENTANG 

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TANAH BUMBU, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan subjek Wajib Lapor 

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang 

terdapat pada Master Jabatan yang dikeluarkan oleh Komisi 

Pemberantasan Korupsi, belum diatur dalam Peraturan 

Bupati Nomor 52 Tahun 2017 tentang Laporan Harta 

Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Tanah Bumbu sehingga perlu dilakukan 

perubahan; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2017 

tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu; 

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi Korupsi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 



 

 

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) 

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 

tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5698); 

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di 

Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4265); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor  5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negra 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negra Republik Indonesia Nomor 

5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

9. Instruksi Presiden Nomor 05 Tahun 2004 tentang 

Percepatan Pemberantasan Korupsi; 

10. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 

2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan 

Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; 

 

 



11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 

2016 Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 

Tahun 2018 tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Daerah 

Nomor  19  Tahun 2016  tentang  Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13); 

12. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi 

Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 

Tahun 2016 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 62 Tahun 2018 

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 

2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan 

Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten 

Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 62); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI  NOMOR 52 TAHUN 2017 TENTANG 

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU. 

 

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 

2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Berita 

Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 52), 

diubah sebagai berikut : 

 

Ketentuan Pasal 3 huruf g diubah dan ditambahkan satu huruf 

yaitu huruf h, sehingga Pasal Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 3 

 

Pejabat WL LHKPN di Lingkungan Pemerintah Daerah antara 

lain : 

a. Bupati Tanah Bumbu; 

b. Wakil Bupati Tanah Bumbu; 

c. Pejabat Eselon II dan yang disamakan; 

d. Pejabat Eselon III dan yang disamakan; 

e. Kuasa Pengguna Anggaran; 



f. Auditor (Utama atau sampai dengan Madya); 

g. Bendahara pada SKPD; dan 

h. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah 

(P2UPD), yang termuat dalam Perubahan atas Peraturan 

Bupati Nomor 52 Tahun 2017 tentang Laporan Harta 

Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. 

 

 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. 
 

 
Ditetapkan di Batulicin 

pada tanggal 28 Desember 2020 

BUPATI TANAH BUMBU, 
 

ttd 
 
   

H. SUDIAN NOOR 
 

 
Diundangkan di Batulicin 

pada tanggal 28 Desember 2020 

Plh.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU, 
 
          ttd 
  

 
H. AMBO SAKKA 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2020 NOMOR   

 


